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PENDAHULUAN

hh ekonomi atau bahkan mereka yang mengetahui sedxklt tentangf
ﬁmu ‘ekonomi sependapat ‘bahwa penciptaan kredit yang tidak sesuai dengan
kebutuhan ekonomi sesuaiu negara dapat menimbulkan bencana ekonomi
seperti inflasi, deflasi atau stagflasi. Di pikak lain penyaluran kredit yang

baik dan terarah bukan saja akan memudahkan sesuatu negara untuk mem-
percepat laju pertumbuhan skonominya tetapi dapat juga membantu sesuatu
negara untuk mengatasi kepincangan-kepinccangan yangada di masyarakat-
nya seperti kepmcangan cialam peroiehan pendapatan dan pembangunan an—
tar wilayah. ' AL : : P

_ Bertlt;k tolak dan pem:knan sepem ini maka pemermtah dari seuap
negara berusaha menguasau hal-hal vang menyangkut perkredltan dan
khususnya volume kredlt tersebut. Penguasaan ini dapat dilakukan secara
langsung ~ maupun’ secara tidak Tangsung. Di Indonesia penguasaan
perkreditan dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia.

..Dalam beberapa waktu belakangan ini perhatian masyarakat terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan ‘oleh bank-bank tampaknya semakin
meningkat: Hal -ini tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan yang
dicapai-oleh ‘dunia perbankan selama ini dan kesadaran masyarakat bahwa
bank dapat memainkan peranan penting dalam usaha-usaha pembangunan.
Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini lembaga-lembaga perbankan
mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut dalam kenyataannya
belum mendapat sambutan positif dari seluruh masyarakat dan khususnya
dari beberapa anggota masyarakat yang memberi perhatian khusus kepada
kegiatan-kegiatan perbankan tersebut. Banyak kritik-kritik yang dilontarkan
kepada pihak bank dan kalau kritik-kritik tersebut diklasifikasikan,. selain
terdapat kritik-kritik yang menyangkut policy terdapat kritik-kritik yang
menvangkut pelaksanaan atau mekanismenya. &
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Dalam banyak hal kritik-kritik yang dilontarkan baik melaluj mass media
maupun dalam seminar-seminar sangat bermanfaat. Tetapi kadang-kadang
pembahasan cenderung hanya mengemukakan kelemahan-kelemaha‘p_..;y_a__ng
ada berdasarkan analisa yang kurang menyeluruh. o

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan-kegiatan vang dilakukan oleh
bank-bank di Indonesia tidak terlepas dari kekurangan atau kelemahan.
kelemahan. Membiarkan keadaan seperti ini terus berkelanjutan tentu tidak
sejalan dengan tuntutan-tuntutan pembangunan yang sedang dilaksanskan
bahkan dapat dikatakan dapat mengganggu jalannya pembangunan sendiri.

Dengan dasar pemikiran bahwa semua kelemahan-kelemahan vang ada
pertu diperbaiki, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian dan pemikiran khususnya oleh pihak perbankan
sehingga berdasarkan itu dapat diambil beberapa tindakan perbaikan secara
tepat dan terarah serta dapat membantu usaha pemerataan yang dalam Pelita
11 ini merupakan salah satu sasaran dari wsaha-usaha pembangunan.

... DISTRIBUSI, KREDIT DAN PEMERATAAN

“Distribusi kredit perbankan menurut wilayah dalam beberapa waktu
belakangan:ini semakin mendapat sorotan masyarakat. Sering dikemukakan
. bahwa kredit yang diberikan oleh bank didistribusikan secara tidak merata
dan hanya terpusat untuk beberapa wilayah tertentu. Keadaan seperti ini
selanjutnya  dianggap tidak membantu pemerintah dalam usahanya
melaksanakan pemerataan pembangunan bahkan dengan pemusatan pem-
berian kredit seperti ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam usaha
pemerataan. o

‘Berdasarkan data-data yang tersedia terlihat pemberian kredit perbankan
menurut Daerah Tingkat 1 sangat tidak merata {lihat Tabel 1), Dalam
beberapa tahun terakhir ini komposisi pemberian kredit tersebut tidak banyak
mengalami perubahan. Sampai bulan Mei 1976 sebanyak 48,98% kredit per-
bankan diberikan di Daerah Khusus Thukota, 15,05% di Jawa Timur, 8,80%
di Jawa Barat dan 7,12% di Jawa Tengah. Dan sampai bulan Juli 1980 kom-
posisinya menjadi 43,91% untuk DKI I aya, 13,40% untuk Jawa Timur,
9,33% untuk jawa Barat dan 8,89% untuk Jawa Tengah.

Memang sulit menyimpulkan bahwa pemberian kredit dengan komposisi
seperti ini tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan usaha pemerataan
pembangunan walaupun sulit juga menyangkal kecenderungan seperti ini
kemungkinan besar @rjadi. Dari data dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa




pisauopu] EE:&R 2061/ 1861~ GL6I/546]  pandan ofupjag wop upisdopusd upwSduy upSuppuny ubp unIUBHAY DION  L42QUIRG

_E:E_ 10eg s d Enumu JUSEUIR] UTp sisud zaesos mmc;m::i myeeNIp yepil (—)
EﬁauEum mxm:m nEm uep ﬁmaam ynsewiang (T Lo
EESES nxm:< (1 - uminD

- 59°gp

PETYp 00°00¢ £'508¢ 0'00E LT 00'001  §'11TT 00001 O'SIBI [BI0L

6'8p 86°0 sz £6°1 69y 6LC 905 87'T £y wAuuR  nRA €T
() LED 6'C1 ) =) = = =) ) UBSUD L, GBUBWIEY 7T
gLt A s'el =) —3 (=) =y . (=) —) nyingew g
8'6t ] A (=) {—) {—) () (—) (—) yereq wieSSuop wsnN 07
11z €0 0's1 L¥'0 ¥'i1 =) (-3 ) - ) qeSuo | 1ssmeing gl
11z or'e Ot £ £01 () ) —) (— tquuef g1
¥'pe 050 9°L1 (—} ) T T o TR R G | & YOV I LT
13 29'0 6'€T 9L'0 -5'at gr'o 891 $8°0 51 nery ‘91
$'8¢ 78'0 9'87 18'0 o1z - pg'e S8 T 880 gy mIeRiiog g1
9y L90 $'ET L0 Tl o oer L ELD 1 ik G
6'sy £8°0 62 08°0 56l sR'0 - L8l 860 891 = JRIRg RIABWNG ‘€]
9'08 01°F L'gt AN ¥'8z s6'0 o 182 160 991 RIEI() SamBing 7]
Z'is g1y ‘Z'ok SE'L 9°3g 66°0D 8'iz $1°1 60T L umunwyey [
£'19 551 £y 5Pl “T'SE ¥’ T 50°0 . 161 uEeRg URUBWIEY 0]
6'69 §9'1 LS 69°1 o'l 8T geE S LUl T'ZE yesed umURLIEY 6
1oL 491 " 985 SLT $'Th 08°L  L'6E 69°7.  9%9c ¢ Bundwey g
L'16 $6'0 "Z'EE LA LTl 88'0 61 ¢ 092 : URIRS BISIBUNG "L
+'601 0T S £8'7 a4 et eor 98'% L'EE URIR[aE 1S9MBRE "G
TS vi's 1081 $6'y (A4 I 1871 ) SRR £ AP A4 TIE)[) BIGIEUNG §
#'06E S 81T 6¥'L 8181 . o1'L BT - Tl - TeTl yeSua [ emel 'y
9Ty 78 1'LE 08's 9'€IT” Lg'6 - TBRIT 03’8 g'est yeleg eaR[ g
LGS PSP - L'60§ £6°%1 0 o piEot gyl Lze o S0'ST T'EE I eAE[ T
L STy R rAAE 1oy 1

.m.ﬁ.ﬂ.. 658y S'pLOL - .86'8Y o_mww... ehef 13

a.m_

.MLQME&“ " Y ....:m“.Ez..m. v % _gmmEn.m

om«: mnﬁ

_:.2 MEEU.SQ o

M...E.m:_,aé‘. ”E.m"..m_z

Emasm s_x.sc szmmuzﬁ .Smmmm MNSVINIAL Yvail ‘1 va LMANNAW NVINVEEd LIaTEY NVIIZENEd NVONVINTNEA

I oaey,




782 - ANALISA 19885

sampai bulan Juli 1980 sebanyak 3.341,2 milyar (75,53% dari seluruh kredit)
disalurkan di Pulau Jawa dan hanya sebanyak 24,47% disalurkan di 24
‘propinsi lainnya. Tetapi walaupun demikian karena kemungkinan besar tidak
seluruh kredit yang diberikan untuk sesuatu daerah tertentu dioperasikan di
dacrah " yang bersangkutan maka gambaran kepincangan seperti  yang
diperlihatkan oleh data-data tersebut belum memberi gambaran. yang
sebenarnya mengenai kepincangan dalam pemberian kredit menurut wilayah
tertentu, Tetapi komposisi penvaluran kredit seperti vang disebutkan dj atas
sesedikitnya mengundang pertanyaan dan kalau tidak diberi penjelasan dapat
menjadikan masyarakat kurang percaya kepada pihak bank dalamn men.
Jalankan tugasnya sebagai agen pembangunan. 2

Pemberian kredit untuk sesuaty wilayah seharusnva disesuaikan dengan
kemampuan serta kebutuhan vang sejalan dengan tujuan pembangupan.
Dalam kerangka usaha pernerataan vang sedang dilaksanakan sekarang dz}pat
dikatakan bahwa "’faktor kebutuhan®’ merupakan faktor yang lebih dominan
bila dibandingkan dengan faktor kemampuan, Hal ini berarti, bahwa dari
pihak bank dituntut tindakan-tindakan yang selaras dengan tujuan pem-
‘bangunan ini. Dalam menyalurkan kredit pihak bank tidak dapat lagi hanya
Jnempertimbangkan faktor-faktor intern seperti persyaratan bank teknis
tetapi juga perlu memperkirakan faktor-faktor yang ada kaitannya dengan
usaha pembangunan. Mungkin bagi bank adalah lebih tepat dan ekonpmis
‘menyalurkan sebagian terbesar kredit tersebut di DKI, tetapi mungkin bahwa
tindakan tersebut bukanish merupakan tindakan yang tepat bila dilihat darj
tujuan pembangunan secara menyelarah, Dengan demikian pada saat ini perlu
dilakukan penvelidikan yang mendalam tentang pemberian kredit menurui
wilayah dengan menghubungkannya dengan kemampuan serta kebutuhan
sesuatu wilayah dalam kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan,
Dengan penyelidikan-penyelidikan seperti ini diharapkan pihak bank dapat
menentukan prioritas secara tepat dan terarah. Dan di lain pihak dengan
memasyarakatkan hasil penyelidikan tersebut penilaian masyarakat kepada
pihak bank dapat lebih obyektif, dan tidak akan menimbulkan kritik-kritik
yang mungkin tidak tepat atau yang dapat membentuk opini yang merugikan
bagi pihak bank. Bahkan dapat dikatakan demgan memasyarakatkan hasil
penyelidikan seperti ini akan timbul pemikiran-pemikiran yang dapat berguna
dalam usaha pembangunan vang sedang dilaksanakan,.

Sejak pemerintahan Orde Baru, sekior pertanian selalu mendapat
perhatian utama pemerintah., Ini didasarkan kepada pemikiran bahwa
sebagian terbesar masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi di
sektor tersebut sehingga dengan meningkatkan kegiatan di sektor ini
diharapkan tingkat kehidupan sebagian terbesar masyarakat Indonesia akan
bertambah baik. Tetapi kalau hal in dihubungkan dengan kredit investasi
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yang diberikan oleh bank-bank pemerintah terdapat gambaran yang sangat
menarik perhatian. Selama periode 1970-1980 (data akhir masa, lihat Tabel
2), realisasi pemberian kredit investasi untuk sektor perianian secara terus
menerus mengalami pertumbuhan. Tetapi tingkat pertumbuhannya iebih ren-
dah bila dibandingkan dengan sektor-sekior lainnya seperti sektor perin-
dustrian, pertambangan, perhubungan dan pariwisata. Bahkan tingkat per-
tumbuhan tersebut lebih rendah dari tingkat pertumbuhan rata-rata seluruh
-kredit investasi. Dalm periode 1970-1980 realisasi kredit investasi untuk sektor
perianian meningkat secara rata-raia sebesar 23,02% setiap tahun. Sedang
‘dalam periode yang sama realisasi kredit investasi untuk sektor perindusirian,
pertambangan dan perhubungan/pariwisata masing-masing secara rata-rata
meningkat dengan angka 27,81%, 24,70% dan 34,87% setiap tahun.
Sethingga tidak mengherankan bila dalam tahun 1970 realisasi kredit investasi
untuk sektor pertanian telah mencapai 28,66% dari seluruh kredit invesiasi
bank-bank pemerintah menurun menjadi 16,58% dalam akhir masa 1980.
Memang data-data yang dikemukakan belum termasuk Kredit Investasi Kecil
(KIK) dan klasifikasi pemberian kredit tersebut masih sangat sederhana dan
belum ferperinei. Dengan demikian sangat sulit menyimpulkan bahwa
kebijakan perkreditan seperti ini masih kurang tepat. Seandainya seluruh KIK
dianggap disalurkan untuk sektor pertanian maka terlihat pertumbuhannya
adalah lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tetapi
karena tidak seluruhnya KIK tersebut disalurkan untuk sektor pertanian,
maka sulit untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Dengan memper-
timbangkan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan akan tetap berlan-
daskan kepada kekuatan sektor pertanian, perhatian terhadap komposisi
kredit seperti yang disebutkan di atas perlu diberikan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan agribisnis tampaknya men-
dapat perhatian vang cukup besar dari para pengusaha dan pemerintah karena
dengan mengembangkan kegiatan tersebut diharapkan perckonomian In-
donesia dapat berkembang secara lebih baik. Usaha seperti ini tentu mem-
butuhkan dana yang cukup besar dan investasi yang bersifat jangka panjang.
Untuk menunjang kegiatan tersebut alangkah baiknya bila pihak bank dapat
memberikan sumbangannya sejauh memungkinkan dengan tidak mengganggu
perkembangan ckonomi di sektor lainnya.

Dalam negara yang sedang membangun, faktor efisiensi merupakan
faktor yang mutlak perlu mendapat perhatian. Demikian juga halnya dengan
perbankan, tanpa efisiensi yang tinggi perbankan hanya akan mungkin
berkembang secara lamban. Kalau kita mengamati perkembangan kegiatan-
kegiatan perbankan akan diketemukan bahwa sejak tahun 1969-1980 selalu
terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara kredit investasi yang
ditargetkan (plafond) untuk disalurkan densan realisasinva. Perbedaan ter-
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sebut dalam periode tersebut tidak pernah lebih kecil dari 209, bahkan
kadang-kadang justru lebih besar dari 30%. Kalau keadaan seperti inj terjadi
hanya secara (emporer mungkin:tidak akan menimbulkan masalah besar.
Tetapi karena hal yang sama terus terjadi selama sesedikitnya sepuluh tahun
belakangan ini, tentu patut dipertanyakan, ’'Apakah benar perkiraan-
perkiraan pihak perbankan tidak didasarkan atas perhitungan yang realis?”’
atau ""Apakah betul masyarakat (penerima atau calon penerima) kredit
kurang berusaha dan kurang mampu memanfaatkan dana yang tersedin?*’

Kalan jawaban terhadap pertanyaan vang disebut pertama “’benar’’
dapat dikatakan bahwa pihak bank perlu bekerja lebih keras agar perkiraan-
nya dapat lebih mendekati kenyataan. Dan bila jawaban terhadap pertanyaan
yang disebut terakhir "’betul’’, dapat dikatakan bahwa pihak bank juga mem-
punyai tanggung jawab terlcbih bila dilihat dari kedudukannya sebagai agen
pembangunan. Memang tidak dapat diungkiri bahwa nasabah bank
belum seluruhnya mengetahui dan menguasai hal-hal yang berhubungan
dengan bank dap juga banyak dari anggota masyarakat yang belum ’bank
minded”. Tetapi dilihat dari segi kepentingan pembangunan, pihak bank
perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkecil kesenjangan an-
tara perkiraan dan realisasi seperti yang dimaksudkan misalnya, dengan
_memberi penerangan kepada masyarakat atau mencari jalan lain vang tidak
merugikan bank tetapi sasaran-sasaran yang diinginkan dapat dicapai atau
dana-dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Memang bank-bank mengemban tugas yang berat sebagal lembaga
kepercayaan dan agen pembangunan Tugas-tugas ini terasa semakin berat
karena dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, efisiensi
sangat penting. Tanpa efisiensi yang tinggi dapat dipastikan pembangunan
akan berjalan d'engan seret.

Dalam rangka usaha ‘pemerataan, pemerintah dalam beberapa tahun
belakangan ini-berusaha keras untuk membantu mereka yang tergolong ke
dalam golongan ekonomi lemah. Sebagai perwujudan dari keinginan tersebut
pemerintah memperkenalkan beberapa jenis kredit, seperti Kredit Investasi
Kecil (KIX), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Mini atau Kredit
Kecil, Kredit Candak Kulak (KCK) dan Kredit Bimas.

Seperti diperlihatkan dalam Tabel 3 berikut ini sejak tahun 1974 sampai
dengan tahun 1980 Kredit Investasi Kecil meningkat dengan sangat pesat. Bila
pada saat akhir masa 1974 nilai kredit yang telah disetujui baru mencapai Rp.
15.253 juta maka pada akhir tahun 1980 telah mencapai Rp. 314.000 juta. Hal
ini berarti selama periode tersebut kredit yang diberikan meningkat secara
rata-rata sebesar 63,55% setiap tahun. Peningkatan volume XIK ini juga
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diikuti-oleh -peningkatan ‘jumlah mereka yang mempergunakannya. ‘Dalam
periode yang sama jumlah pemohon yang disetujui meningkat sebesar:11;98.
kali. Pada akhir masa 1974 jumlah pemohon yang disetujui baru berjum}ah
sebanyak 8,554 0tang dan pada akhir tahun 1980 telah mencapai- 114 504
orang i

Demikian juga halnya dengan Kredit Modal Kerja Permanen:: 'Seja'k
tahun 1574 sampai dengan tahun 1980 jumlah kredit yang diberikan ‘dan
jumlah’ pemohon meningkat dengan cukup pesat. Selama periode: tersebut'
jumlah. pemichon meningkat sebesar 61,33 kali dan dibarengi dengan'
pemngkatan Jumiah kredxt yang dlsetmm sebesar 42 32 kali. :

Kalau dxhhat sepintas lalu perkembangan kedua jenis kredit tersebut
cukup menggembirakan. Tetapi kalau ditelaah, segera terlihat beberapa: hal
yang menarik:perhatian. Walaupun terjadi peningkatan dalam jumlah’ kred;t
yang diberikan, tetapi secara rata-rata penerimaan dari setiap nasabah secara’
nominal tidak banyak berubah. Bahkan untuk KMEKP jumlahnva justru
mengalami penurunan yang cukup berarti. Dengan memperhitungkan tingkat
inflasi, dapat dikatakan secara rata-rata penerimaan riil dalam beberapa
tahun mengalami penurunan dan penurunan fersebut lebih cepat pada
KMKP.!' Gambaran seperti ini tentu mengundang pertanyaan karena’ dalam
masa tersebut jumlah maksimum dari kedua macam kredit tersebui justru
dinaikkan dari Rp. 5 juta menjadi Rp. 10 juta. Memang untuk dapat menarik
kesrmpulan yang lebih baik dibutuhkan keterangan mengenai jumlah kredit
vang dlsetujm urHuk masing-masing golongan nasabah. Tetapi dari gambaran
kasar sepert; ini dapat dikatakan, hendaknya pihak bank dalam memberikan
kredit jangan terlalu menekankan jumlah nasabah kalau memang tindakan
sepertl inj tidak menguntungkan dalam usaha-usaha pembangunan yang
sedang dﬂaksanakan

Sejalan dengan perkembangan kegiatan dari unit-unit usaha maka
kebutuhan akan modal kerja permanen juga semakin meningkat. Tetapi dari
data diketahui bahwa baik dalam jumlah nominal maupun dalam jumlah rii}
secara rata-rata setiap nasabah menerima jumlah vang lebih kecil. Gambaran
seperti ini tentu berlainan dengan kecenderungan yang biasa berlaku dalam
perekonemlan Dengan demikian hal ini perlu mendapat penelitian secara
lebih mendalam, Sangat disayangkan bahwa data-data tentang para pemohon
kredit yang dibatalkan permohonannya tidak tersedia sehingga sulit untuk
memberi penilaian yang lebih tepat. Sering dikemukakan oleh pihak per-
bankan bahwa banyak dari antara nasabah yang belum dapat memenuhi
ketentuan perbankan atau syarat-syarat teknis bank, sehingga permohonan-

1 Uraian mengenai hal int secara lebih terperinei lihat, Mancy Kumalasari Suhut, ""Permasalah-
an KIK dan KMKP™, Analisa, 1930-8, CSIS, hal. 748-766
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nyaisering -tidak dikabulkan. Hal ini tentu sangat menarik perhatian.
masyarakat dan khususnya mereka yang memberi perhatian terhadap masalah,
ini. Tetapi bila keterangan yang lebih terperinci mengenai hal ini tidak tero
sedia; usaha penanggulangannya menjadi lebih sulit. Karena misalnya media.
.massa yang umumnmnya merasa turtt bertanggung jawab untuk mengatasi.
masalah yang dihadapi oleh masyarakat sulit memberikan permkuan-
pemlkiran yang dibarapkan sangat berguna, :
..:"_'.Dengan demzklan alangkah baiknya bila pihak bank memberi keterangan'
vang lebih lengkap tentang hal ini. Memberi keterangan yang lebih baik yang
dapat dipercaya tentang kegiatan-kegiatan perbankan dapat dipastikan akan.
“membantu masyarakat dalam imelihat sesuatu persoalan secara tepat. Dan
dengan memberikan data yang kurang lengkap atau yang bahkan misalnya
hanya -menonjolkan gambaran-gambaran yang baik justru dapat
menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya dan selanjuinya melem-
parkan knnlokrmk yang pada dasarnya tidak tepat.

. "PEMBATASAN VOLUME KREDIT DAN EFISIENSI

: _Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada tanggal 27 Pebruari:
1981 yang lalu, ‘Gubernur Bank Indonesia, Rachmat Saleh mengemukakan,
bahwa dalam tahun anggaran 1981-1982 sistem ’ceiling” (batas tertinggi)
dalam pemberian kredit akan tetap dipertahankan dengan menyesuaikannya:
dengan tuntutan-tuntutan pembangunan dan dengan mempertimbangkan
volume anggaran dalam APBN, neraca pembayaran, tingkat pertumbuhan,
ekonomi yang dikehendaki dan tingkat inflasi yang dapat ditolerir. Dari per-
nyataan ini menjadi jelas bahwa salah satu tujuan dari diterapkannya sistem
ceiling sekarang ini adalah untuk menghindarkan bahaya inflasi tersebut. .
Pengaturan dan/atau pembatasan volume kredit seperti ini sesuai dengan Un-
dang-undang RI No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.!

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, pelaksanaan pembatasan
volume kredit tersebut telah menimbulkan reaksi ketidaksetujuan dari.
beberapa anggota masyarakat yang mengetahui perihak bank. Beberapa
pengamat mengemukakan, dengan sistem ceiling tersebut, ruang gerak bank-.
bank menjadi sangat terbatas sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat
berkembang seperti yang seharusnya atau sesual dengan kemampuannya.

Reaksi ketidaksetujuan tersebut sampai tingkai-tingkat tertentu cukup
beralasan. Pembatasan volume kredit yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia:

1 Lihat Undang-undang BRI WNo. 13, Tahun 1968 tentang Bank Sentral, khususnya Bab IV
Pasal 7 dan Bab X Pasal 28-31
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sampai saat ini ditempuh dengan dua jalan yaitu dengan sistem ceiling dan
dengan jalan mewajibkan bank-bank untuk menyediakan alat-alat likuid
sejumlah persentase tertentu dari kewajiban-kewajibannya yang segera dapat
dibayar (reserve requirement). Kedua tindakan ini pada dasarnya tidak selalu
perlu diberlakukan sekaligus. Karena bila salah satu diterapkan secara tepat,
sasaran-sasaran dapat dicapai dengan baik.

Rerdasarkan data-data yang tersedia (lihat Tabel 4) diketahui, bahws
bank-bank dalam beberapa tahun belakangan ini selalu mengalami kelebihan
likuiditas dan jumlahnya setiap tahun semakin besar. Selama periode 1971-
1980 kelebihan likuiditas seluruh bank (dalam rupiah dan dalam valuta asing)
secara rata-rata meningkat sebesar 43,97% setiap tahun. Pada akhir masa
1971 kelebihan likuiditas tersebut telah mencapai Rp. 35,15 milyar dan pada
akhir masa 1980 meningkat sebesar 26,57 kali dan mencapai jumlah Rp.
934,00 milyar. Kelebihan alat-alat likuid vang terus berkelanjutan selama
sepulub tahun ini tentu mengundang pertanyaan. Apakah bank-bank di In-
donesia tidak mampu menyalurkan dana-dana yang dikuasainya di tengah-
tengah masyarakat vang masih membutuhkan dana? Atau, apakah peraturan
yang diberlakukan oleh Bank Indonesia kurang tepat?

Sering terdengar keluhan dari kalangan nasabah bank tentang sulitnya
memperoleh kredit yang mereka sangat butuhkan. Salah satu alasan yang
sering dikemukakan adalah bahwa hal ini terjadi karena dana yang dapat
disalurkan oleh bank sangat terbatas. Tetapi kalau hal ini dihubunegkan
dengan kelebihan likuiditas bank-bank tersebut terlihat gambaran yang
kurang meyakinkan.

Dilihat dari segi bank, kelebihan alat-alat likuid berarti memperbesar
biaya uang {cost of money). Sehingga sangat beralasan bila setiap bank selalu
berusaha menghindarkan kelebihan alat-alat likuidnya. Beberapa informasi
menyebutkan bzhwa bank-bank di Indonesia selalu mengalami kelebihan
likuiditas dalam banyak hal bukan karena ketidakmampuan bank-bank yang
bersangkutan untuk menyalurkan dananya tetapi karena peraturan ceiling
dari Bank Indonesia yang tidak persis sejalan dengan persyaratan lkuiditas
minimum. Dilihat dari segi kebebasan menciptakan kredit, peraturan ceiling
lebih ketat dari peraturan persyaratan likuiditas minimum. Sehingga beberapa
kalangan bank menjadi mempertanyakan, »’Untuk apa peraturan persyaratan
likuiditas minimum tersebut”. Kalau alasan yang dikemukakan ini benar,
maka dapat dimengerti mengapa pihak bank selalu mengeluh tentang sistem
ceiling tersebut dan menyatakan ruang mereka sangat dibatasi.

Masalah ini memang pelik karena antara Bank Indonesia dan bank-ank
lainnya seolah-olah terdapat kepentingan vang saling bertentangan vang
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seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk menghindari inflasi memang tepat bila
Bank Indonesia melakukan pembatasan volume kredit dan tindakan tersebut
mungkin tidak sejalan dengan keinginan bank-bank lainnya. Tetapi kalau hat
ini dihubungkan dengan pemberian kredit bank-bank masalahnya sedikit ber-
tambah jelas. Dari Tabel 5 dapat dilihat dalam periode tahun anggaran
1969/1970 — 1979/1980, kredit langsung Bank Indonesia meningkat lebih
cepat bila dibandingkan dengan kredit dari bank-bank umum pemerintah dan
bank-bank umum swasta nasional. Selama periode tersebut kredit langsung
Bank Indonesia meningkat dengan angka 39,63% setiap tahun sedang bank-
bank umum pemerintah dan bank-bank umum swasta nasional masing- masing
dengan 34,19% dan 36,88%. Dan kalau dilihat untuk tahun angparan
197871979 dan 1979/1980 terlihat perkembangan yang cukup menarik
perhatian. Dalam tahun anggaran tersebut kredit langsung Bank Indonesia
meningkat secara drastis dan menjadi masing-masing 37,47% dan 33,97%
dari seluruh kredit rupiah bank-bank, padahal dalam tujuh tahun sebelumnya
jumlahnya tidak pernah lebih dari 20%. Dari gambaran ini menjadi sedikit
jelas mengapa dalam beberapa tahun belakangan ini bank-bank uwmum
pemerintah dan bank-bank umum swasta nasional mengeluh dengan
peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank In-
donesia sehubungan dengan pemberian kredit.

Masalah ini sebenarnya akan dapat dipecahkan dengan baik bila ker-
ja sama antara Bank Indonesia dan bank-bank lainnyva dapat diatur dengan
baik. Bank-bank yang akan melaksanakan peraturan Bank Indonesia perlu
mempunyai pegangan yang jelas agar mereka dapat membuat perencanaan
dan melaksanakan rencana tersebut dengan baik dan tidak bertentangan
dengan rencana Bank Indonesia. Dengan memberlakukan dua standar yang
tidak selalu sejalan untuk mengatur volume kredit tentu menimbulkan
masaiah. Dengan demikian hal ini perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluar
yang tepai. Membiarkan keadaan seperti ini berlarut-larut berarti mem-
biarkan bank-bank tetap merasa tidak ada kepastian dan terus beranggapan
bahwa ruang peraknya ierlalu dibatasi secara tidak tepat. Dalam keadaan
seperti ini tentu mereka cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang
mungkin merugikan perekonomian secara nasional walaupun kegiatan-
kegiatan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku. Tindakan seperti ini dapat mereka lakukan dengan
memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan vang ada, !

I Uralan terperinel mengenai hal ini lihat, Apwar Nasution, Sudah Masanya Meninjau
Eemball Kebijaksanaan Kredit', Harian Siner Harapan, 5 Maret 1981 dan >’ Apakah Sudah
Masanya Kita jalankan Sistem Perbankan Serba Guna®, Hardan Kompas, 19 Maret 1981
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H‘I.-’-TPENGEMBALIAN KREDIT

Daiam bulan Juni yang Ttalu masyarakat d;ke]u?kan oieh berita teniang
ketldak‘ﬁeresan dalam” pengembahan kredit ‘dalam’ ranaka Program Massaif-:-
Menurut perkn aan jumlah kredlt vang tidak d1kembahkan sesuai dengan r¢
cana mencapaa Rp 123,3 milyar. Dan untnk menangguiaﬂgl masatah init
Presnien ielah mengeluarkan Instrukm No 10 Tahun 1981 pada tmgal 251-”' 131"

¥ & Ber;ia tentang kemacetan pengembalian kredit kadang-kadang telah ter:
. dengar atanpun dikemukakan oleh media massa. Tetapi kasus ketidakberesan:
dalam pengembilian kredit dalam rangka Program Massal ini sangat menarm

perhatlan masyarakat bukan saja karena Jumlahnya cukup besar tetapi jﬁ ?if'
karena kredit tersebui pada, dasarnya ditujukan untuk membantu anggota"'
masyarakat yanrr kedudukan ekonommya lemah dan jumlahnya cukup'f ;
banyak o '

Oleh pxhak bank pcngembahan kredit biasanya diklasifikasikan menurut.
klasifikasi tertentu Seperti lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Dari
keempat klasifikasi ini dapat dikatakan pengembalian kredit yang tergolong
ke dalam ‘ketiga’ golongan yang disebut terakhir pada dasarnya bukan
merupakan pengembalian yang dikehendaki walaupun dalam pelaksanaan'_
sulit dihindarkan. Xetidakberesan dalam pengembalian kredit adalah’
merupakan keruglan bagi pihak bank dan karena bank yang mengalimi’
kesulitan “tersebut adalah bank pemerintah maka yang merasa dlrugzi{an;
adalah semua angpota masyarakat.

Menimpakan semua kesalahan kepada pihak bank (Bank Rakyat In-
donesia) memang kurang tepat karena tidak dapat dipungkiri bahwa tidak
semua nasabah bank tersebut beritikad baik. Dan di lain pihak terdapat
beberapa alasan seperti bencana alam yang mengakibatkan para nasabah
tidak mampu membayar kredit seperti yang diharapkan. Tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa ketidakberesan dalam pengembalian kredit inj terjadi
karena para petugas Bank Rakvat Indonesia belum bekerja seperti yang
dikehendaki. Memang kasus seperti ini dapat terjadi karena kurangnya
ketrampilan dari para petugas bank. Tetapi menonjolkan alasan seperti ind
dan bahkan cenderung menyatakannya sebagai faktor utama kiranya kurang
bertanggung jawab dan tidak tepat. Kalau seandainya para petugas Bank
Rakyat Indonesia bekerja dengan baik dengan kemampuan yang dimilikinya
dapat dipastikan kejadian seperti ini tidak akan terjadi atau sesedikitnya
ketidakberesan dapat diperkecil. Kiranya perlu diperhatikan bahwa sebelum
bank menyanggupi untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, bank vang
bersangkutan perlu memperkirakan kemampuan inlernnva.
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Bank sebagai lembaga kepercayaan pada dasarnya harus dikelola oleh
-orang-orang vang dapat dipercava dan yang mempunyai dedikasi. Kasus
ketidakberesan pengembalian kredit dalam rangka Program Massal ini tentu
merupakan pengalaman pahit bagi kita, Dengan terjadinya kasus seperti ini
usaha pemerintah untuk menolong sebagian anggota masyarakat yang
kedudukan ekonominya lemah menjadi terganggu dan ini tentu akan ber-

engdruh kepada usaha pemerataan yang sedang dilaksanakan, Instrukm
- Presiden untuk menanggulangt hal ini adalah tepat dan hendaknya pen-
" jabaramnya dilakukan secara tegas dan terarah. Dalam pelaksanaannya,
kepada: masyarakat perlu ditanamkan unsur kepercayaan dalam mem-
pef,_,unakara hak dan kewajibannya dan hendaknya tindakan-tindakan yang
 akan . dilaksanakan  jangan jusira menyebabkan masyarakat menjadi
mcnghmdarkan jasa perbanixan Karena kalau keadaan seperti ini terjadi,
usaha-usaha vang akan dilakukan untuk menolong mereka akan bertambah
sulit yang berarii usaha pembangunan itu sendiri akan mengalami perlam-
batan, Di lain pihak, Bank Rakyat Indonesia perlu lebth membenahi dxrmya
Para pengelolanya perhu bekerja dengan penuh dedikasi karena mereka lebih
banyak berhubungan dengan nasabah yang jumlahnya sangat banyak dan
dalam bagmn terbesar termasuk ke dalam golongan ekonomi lemah.

 Dalam uraian di atas telah dikemukakan beberapa masalah yang
berkaltan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dalam rangka usaha pem-
bangunan dan pemerataan. Dari masalah-masalah vang dikemukakan ter-
dap_at gambaran bahwa bank-bank perlu lebih dibenahi dan membenahi diri
dan tindakan-tindakan seperti ini sesuai dan sejalan dengan tuntutan pem-
bangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.




